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Pendahuluan
Sudahcukup lama umat Islam termasuk di
Indonesia mengalami berbagai kendala dalam
pengembangan potensi dan pembangunan
ekonominya. Salah satu penyebabnya adalah
penyakit dualisme antara ekonomi dan syariah
yang cukup kronis. Dualisms Ini muncul sebagai
akibatdari ketidakmampuan umatuntuk mengga-
bungkan dua disiplln ilmu ekonomi dan syariah
yang seharusnyasaling mengisldan menyempur-
nakan. DI satu pihak kita mendapatkan para
ekonom, bankir, dan businessman yang aktif
dalarfi menggerakkan roda pembangunan
ekonomi tetapi "lupa" membawa pelita agama
karena memang tidak menguasai syariah terlebih
lag! fiqih muamalah secara mendalam. Di lain
pihak kita menemukan parakiyai danulama yang
menguasai seoara mendalam konsep-konsep
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fiqh, usulul fiqh, ulumul qur'an dandisiplin lainnya
tetapi mereka 'kurang menguasai dan meman-
tau' fenomena ekonomi dan gejolak bisnis yang
terjadi di sekelilingnya. Akibatnya ada semacam
tendensi da' kuHa umuriddunya /// qaisar wa
fawwid kuffa umurU akhirah'lil baba (let's
everything related to the v/orldly matters to the
King, and religious matter to the Pope), biarlah
para kiyai mengatur urusan akhirah dan mereka
para bankir dan trader mengatur urusan dunia;
padahal Islam adalah risalah untuk dunia dan
akhirah.
Akibat langsung darl hal tersebut adalah
Islam senantiasa menjadi penonton dalam
segenap percaturan ekonomi dan bisnis ditanah
air. Hal ini wajar saja terjadi karena konsep-
konsepnya hanya tersimpan dalam kitab-kitab
serta tidak ada upaya keras untuk mengkaji dan
mengaplikasikannya dalambangunan-bangunan
ekonomi moderen.
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Tantangan Menanti
Perekonomian Indonesiasekarang berada
pada masa sullt, tingkat kemiskinan semakin
tinggi persentasinya, hingga di atas angka 100
juta. Sendi-sendi perekonomian melemah bahkan
ada beberapa yang sudah ambruk sama sekali.
Sektor perbankan yang diandalkan sebagai
lembaga intermediasi dan penunjang sistem
pembayaran serta untuk pembiayaan proyek-
proyek pembangunan telahkehabisan dananya.
Kalaupun masihada yang tersisa, tak ada yang
berani mengajukan pembiayaan proyek dengan
tingkat suku bunga yang sangat tinggi seperti
sekarang ini. Akibatnya para pengusaha yang
dana usahanya hanya mengandaikan modal dari
bank tak mampu lagi berdiri. Jangankan untuk
membayar kreditnya, untuk nrembayar bunganya
saja harus memotong anggaran di sana-sini di
samping membebankan kepada konsumennya
dengan menaikkan harga barang produksinya.
Kaiau sudah tidak mampujuga, maka terpaksa
assetnya diiikuidasi oleh bankkreditur dan para
karyawannya dengan terpaksa puia harus
dirumahkan (PHK). Sedemlkian banyaknya
perusahaan yang kondisinya seperti itu, maka
dapat dibayangkan sekarang berapa jumlah
pengangguranyang diakibatkannya.
Sungguhpun demikian kita tetap harus
berhadapan dengan perekonomian dunia yang
masih akan banyak diwarnai oieh beberapa
masalah yang cukup crusiai (rawan) seperti,
tingginya tingkat pengangguran, besarnya debt
service yang harus ditanggung oieh negara-
negara kreditur dan tumbuhnya biok-biok
ekonomi yangsemakin proteksionis sepertiECC
(European Economic Community), AFTA (ASEAN
Free TradeArea) dan NAFTA (North American
FreeTradeAgreement).
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Pada tahun 1999 Ini masih beium dapat
diharapkan puiihnya perekonomian kita. Paiing
tidak optimisms untuk membangun kembali
puing-puing yang runtuh terus kita tumbuhkan
RAPBN tahun 1999/2000 menggambarkan hal
itu, angka-angka yang dikeluarkan pemerintah
lebih banyak condong kepada upaya-upaya
pemuiihan ekonomi rakyat pada iapismenengah
ke bawah. Karena pada lapisan iniiah yang
menanggung beban langsung akibat goyahnya
piiar perekonomian negeri ini. Di sisi lain
pemerintah jugamencanangkanangka 18 triiiyun
untuk merekapitaiisasi perbankannasionaldaiam
rangka menunjang program tersebut.
Secara ringkas dari RAPBN 1999/2000
dapat diambil beberapa kesimpuian antara iain;
1. Pembalikan porsi antara pusatdan daerah, di
daerahkini diberi keleiuasaan daiam mengatur
keuangannya, diharapkan dapat memacu
pertumbuhan ekonominya secara mandiri.
Dengan ini diharapkan denyutpembangunan
akan dapat dirasakan langsung oieh
masyarakat setempat secara keseluruhan.
2. VisI kerakyatan pemerintahan yang
diimpiementasikan dengan program
peningkatan usaha menengah dan keci! serta
peningkatan peran koperasi, secara
transparan membutuhkan dukungan dan
peran serta rakyatsecara iangsung.
3. Pemerintah tetap menghendaki sebuah
budgetyang tidak meningkat banyak secara
riii danyangbersifatkontraktifantaralain untuk
mengerem peningkatan konsumsi demi
terkendaiinya inflasl.
4. Rekapitalisasi perbankanoiehpemerintah (Bi)
diharapkan dapat menopang program-
program yangtelahdicanangkan. Secara tidak
langsung pengawasan terhadap penyaluran
kredit usaha akan terus. terkontroi seiring
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dengan kemandirian Bank Indonesia secara
fungsional.
5. Demi terciptanya posisi yang makin kompetitif
maka subsidi tetap harus dikurangi, antara lain
dengan menghapus subsidi BBM yang turun
63,7% dari anggaran tahun lalu. Ha! ini dengan
tujuan semua faktor ekonomi bekerja iebih
eUslen.
6. Demi terkendalinya DSR, ditengah ancaman
gejclak kurs dunia yang belum mereda dan
masih lemahnya "term of trade" kita, maka
peranan hutang luar negeri harus terus
dikendalikan, antar lain dengan terus
memusatkan perhatlan pada peningkatan
penerimaan dalam negeri khususnya dari
' sumber pajak.
Jika kita amati point terakhir dengan Iebih
seksama, bungadan cicilan hutang merupakan
komposisi terbesardalam pengeluaran nasional
(44,8 trilyun ruplah). Jumlah in! terbesar dari
seluruh pengeluaranrutin, 400%belanja barang
dalam dan luar negeri atau sekitar128% Iebih
besar daribelanjapegawai.
Dari data diatas kita bertanya akansampai
kapankah negara berkembang sepertiIndonesia
harusterus"menyumbang" danmembayar "upeli"
kepada negara-negara industri yangkayadalam
bentuk debt service (bunga pinjaman) yang
terkadang jumlahnya jauh Iebih besar dari profit
yang dihasilkan dari pinjaman itu sendiri? Di
samping lembaga-lembaga pemberi kredit itu kini
terbukti memiliki andil atas porak porandanya
perekonbmian kitaTidak adakahsistem lain yang
Iebih feasible dan equitable?
Bisnis dan Ekonomi Islam; Satu
Pandangan Umum
Berbicara mengenai bisnis dan ekonomi
dalamIslam,Islam memandang bahwabumi dan
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segala islnya merupakan "amanah dari Allah
kepadamanusia sebagai khalifah dimuka bumi
ini, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bag!
kesejahteraan ummat manusia.
Untuk mencapai tujuanyang suci.ini Aliah
tidak meninggaikan manusia sendirian tetapi
diberikannyalah petunjuk meialui para Rasul-Nya.
Dalam petunjuk ini Allah berlkansegala sesuatu
yang dibutuhkan manusia, balk aqidah, akhiak
maupunsyariah.
Dua komponen yang pertama aqidah dan
akhiak sifatnya konstan dan tak mengalami
perubahan dengan berbedariya waktu dan
tempat. Adapun komponen yangterakhir "syariah"
senantiasa diubah sesuai kebutuhan dan taraf
peradaban umat, di mana seorang rasul diutus.
Kenyataan ini diungkapkan olehRasulullah s.a.v^.
dalam suatu hadis yang maknanya: Saya dan
rasul-rasul yang lain tak ubahnya bagaikan
saudara sepupu, syariat mereka banyak tetapi
agama (aqidah)nya satu (yaitu mentauhidkan
atau mengesakanAllah).
Mellhat kenyataan Ini Syariah Islam
sebagai suatu syariat yang dibawa oleh Rasul
terakhir punyakeunikan tersendiri, labukan saja
Comprehensive\e\.ap\\uqSi Universal Sifat-sifat
istimewa Ini mutlak diperlukan sebab tidak akan
ada syariatlain yangakan datang untuk menyem-
purnakannya.
Comprehensive berarti la merangkum
seluruh aspek kehldupan balk ritual (Ibadat)
maupunsosialdan muamalah. Ibadahdiperlukan
dengan tujuan untuk menjaga ketaatan, dan
harmonisnya hubungan antara manusia dengan
khaliqnya, serta untuk mengingatkan secara
kontinyu tugas manusiasebagai khalifah dimuka
bumi ini. Ketentuan-ketentuan muamalah
diturunkan untuk menjadi rules ofgame dalam
keberadaan manusia sebagai rriakhluk sosial.
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Skema I
ISLAM A COMPREHJ NSIVE WAY OF LIVE
nyataaninl tersiratdalamsuatu ungkapan
yang diriwayatkan oleh Sayidina Ali
lahum ma lana wa alaihim ma alaina"
yang' artinya dalam bidang muamalah
kewajiban mereka adalah kewajiban kita
dan hak mereka adalah hak kita.
Sifat eternal muammalah in!
dimungkinkan karena adanya apa yang
dinamakan sawabit wa mutaqoyyirat
(prinsip dan variable] dalam Islam. Kalau
kita ambil sektorekonomi sebagai contoh
prinsip, dapat dicontohkan dengan
ketentuan-ketentuan dasar ekonomi
seperti larangan riba, adanyaprinsip bagi
hasil, prinsip pengambilan keuntungan,
pengenaan zakat dan Iain-Iain. Variabel
ISLAM
AQIDAH SYARI'AH AKHLAK
JMUAMALAHI
ISPEaAL RIGHTS
CRIMINAL
LAWS
CIVIL
LAWS
IBADAH
FUBUC RIGHTS
c RIMINAL
LAWS
CIVIL
LAWS
INIERNAnONAL
RELATION
ADMINISTRATIVE | | FINANa | CONSTITUENCY I
LEASING INSURANCE BANKIN(i MMORTAGEE VENTURE CAP
Kelengkapan sis-
tern muamalah nabi
terakhir inl, dapat
kita rangkumkan
dalam Skema 1.
Universal,
bermakna ajaran
Islam dapat dlte-
rapkan dalam se-
tiapwaktudantem-
pat sampai hari
akhir nanti. Keuni-
versalan ini akan
tampakjelassekali
terutama dalam
bidang muamalah,
Islam bukan saja
luas dan flexible
bahkan tidak spe
cial treatment bagI
muslim dan mem-
bedakannya dari
non muslim. Ke-
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merupakan instrumen-instrumen untuk melak-
sanakan zakaldan Iain-Iain. Variabel merupakan
instrumen-instrumen untuk melaksanakan
prinsip-prinsip tadi seperti^ mudarabah,
murabahah, baibithaman ajil dansebagainya. Di
sinilah letak tugas para cendeklawan muslim
sepanjang zamanuntuk "mengembangkanteknlk
penerapan' prinsip-prinsip tersebut dalam
variabei-variabel sesuai dengan situasi dan
kondisi semasa:
Konsep ekonomi islam secara umum,
bangun-bangun usaha serta ketentuan-keten-
tuan bisnis yang mengatur di dalamnya dapat
dirangkum dalam diagramberikut:
Gambar (Diagram 1) memperlihatkan
gambaran umum tentang sistem ekonomi dan
bisnisdaiam Islam. Secara garis besar sistem ini
dapat dibagi menjadi 3 sektor besar (1) public
sector (2)privatesector (3)sociaiwelfare sector.
Masing-masing dari3 sektordi atas mempunyai
fungsi, institusi dan iandasan syariahi tersendiri.
Adalah kewajiban dari pada cendekiawan
muslim untuk mengembangkan sistem
umum di atas dalam bangunan-bangunan
ekonomi yang applicable dan nyata.
mengajarkan pola konsumsi yangmoderate, tidak
berlebihan tidak juga ketertaluan. Lebih jauh,
dengan tegas A! Qur'an suratAI isra (17) ayat27
melarang terjadlnya perbuatan -tabzir,
"Sesungguhnya orang-orang yang melakukan
kemubadziran itu adalah saudara-saudaranya
syaitan".
Doktrin A! Qur'an ini secara ekonomi dapat
diartikan mendorong terpupuknya surplus
konsumsi dalam bentuk simpanan, untuk
dihimpun, kemudian dipergunakan'dalam
membtayai investasi, balk untuk perdagangan
(trade), produk (manufacture) dan jasa (sen/Ice).
Dalam konteks inilahi kehadiran lembaga
keuangan mutlak adanya (darurah), karena ia
bertindak sebagai intermediate antara unit supply
dengan unitdemand.
SIklus keterkaitan antara pola konsumsi,
simpanan, investasi dan iembaga keuangan ini
dapat digambarkan pada skema 2.
Skema 2
ISLAM
Lembaga Keuangan Islam:
Dari Teori ke Praktek
1 AKHLAK 1 1MUAMALAH 1 1 AQIDAH 1
•
KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN
POLTIIK EKONOMI SOSIAL
POLA POLA
KONSUMSI SIMPANAN
POLA
INVESTASI
1
r-i MANUFACTURE
TRADE
SERVICEA. Pola Konsumsi, Simpanan
dan Investasi serta Keterkait-
ahnya dengan Lembaga Keuangan
dalam Islam
KerangkakegiatanMuamalat secara garis
besar dapat dibagi :ke dalam tiga baglan besar,
politik, sosial, dan eko-nomi.
> Dari ekonomi dapatdiambll tiga turunan lagi
yaitu; konsumsi,, simpanan dan' investasi.
Berbeda dengan sistem lainnya, islam
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L KEGIATAN
LEMBAGA KEUANGAN
B. ' Operasionslisasi Sistem Syariah,
dalam Sebuah Lembaga Keuangan
Keberadaan lembaga keuangan dalam
Islam adalah vital, karena kegiatan bisnis dan
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roda ekonomi tidak akan berjalantanpa adanya
lembaga tersebut.
Untuk mendapatkan persepsi yang jeias
tentang konsep Islam dalam Lembaga Keuangan,
khususnya bank, berikutini adalahuraian tentang
prinsip operasionaldan produk perbankan Islam.
Prinsip Operasional Perbankan
Syariah
Bank Islam dalammenjalankan usahanya
minimal mempunyal 5 prinsip operasional yang
terdiri dari (1)sistem simpanan (2)bagi hasil (3)
margin keuntungan (4) sewa (5) fee.
1. Prinsip Simpanan Murnl
Prinsip Simpanan Murni merupakan fasilitas
yang diberikan oleh Bank Islam untuk
memberikan kesempatankepada pihakyang
kelebihan dana untuk menylmpan dananya
dalam bentuk al Wadiah. Fasilitas a! Wadiah
blasa diberikan untuk tujuan keamanan dan
kemudahan pemindah-bukuan dan bukan
untuk tujuan investasi guna mendapatkan
keuntungan seperti halnya tabungan dan
deposito. Dalam dunia perbankan konveh-
slonalal Wadiah identik dengan giro.
2. Bagi Hasil
Sistem ini adalahsuatu sistem yang meliputi
tata cara pembagian hasil usaha antara
penyedia dana dengan pengelola dana.
Pembagianhasil usaha Inl dapatterjadiantara
bank dengan penylmpan dana, maupun
antara bankdengan nasabah penerlmadana.
Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini
adalah Mudarabah dan Musyarakah. Lebih
jauh prinsip mudarabah dapat dipergunakan
sebagai dasar balk untuk produkpendanaan
(tabungan dan deposito) maupun pembia-
yaan, manakala musyarakah lebih banyak
untuk pembiayaan.
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3. Prinsip Jual Beli dan Margin Keuntungan
Prinsip Ini merupakan suatu sistem yang
menerapkan tata cara jual beli, pihak bank
akan membell terlebih dahulu barang yang
dibutuhkan atau mengangkat nasabah
sebagai agen bank dan nasabah dalam
kapasitasnya sebagai agen bankmelakukan
pembelian barang atas nama bank, kemudian
bank menjual barang tersebut kepada
nasabah dengan harga sejumlah harga beli
ditambah keuntungan (margin/ mark-up).
4. PrinsipSewa
Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada
2jenls:
• ijarah, sewa murni, seperti halnya penye-
waantraktor dan alat-alat produksi lainnya
(operating lease).Dalam teknis perbankan,
Bank dapat membeli dahulu equipment
yang dibutuhkan nasabah kemudian
menyewakannya dalam waktu dan hanya
yang telah disepakatikepada nasabah.
- bai a! takjiri atau ijarah al muntahiya bit
tamlik merupakan penggabungan sewa
dan beli, pihak penyewa mempunyai hak
untuk memiliki barang pada akhir masa
sewa (financial lease).
5. Prinsip Fee (Jasa)
Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-
pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk
produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain
Bank Garansi, Kllring, inkaso, Jasa Transfer
dll. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada
konsepal ajrwai umuiah.
Produk Bank Syariah dan BPR
Syariah
• Pada sistem operasiBank Syariah, pemilik
dana menanamkan uangnya dl bank tidak
denganmotif mendapatkan bunga, tetapl dalam
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rangka mendapalkan keuntungan bagi hasil.
Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan
kepada mereka yang membuluhkan (misalnya
sebagai modal usaha), dengan perjanjian
pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.
1. ProdukPengerahan Dana
a. Giro Wadi'ah
Dana nasabah yang dititipkan di bank.
Setiap saat nasabahberhak mengambilnya
dan berhak mendapatkan bonus dari
keuntungan pemanfaatan dana giro oleh
bank. Besarnyabonus tidak ditetapkan di
muka tetapi benar-benar merupakan
"kebijaksanaan" bank. Sungguhpun de-
mikian nomlnalnya diupayakan sedemikian
rupa untuk senantiasa kompetitive.
b. Tabungan Mudarabah
Danayangdisimpan nasabah akandikelola
bank, untuk memperoieh keuntungan.
Keuntungan akan diberikan kepada nasa
bah berdasarkan kesepakatanbersama.
c. Deposito Investasi Mudarabah
Dana yang disimpan nasabah hanya bisa
ditarik berdasarkan jangka waktu yang
telah ditentukan, dengan bagi hasil keun
tungan berdasarkan kesepakatan ber
sama.
d. Tabungan Hajl Mudarabah
Simpanan pihak ketigayang penarikannya
dilakukan pada saat nasabah akan
menunaikan ibadah Haji, atau pada
kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan
perjanjian nasabah.Merupakan simpanan
dengan memperoieh imbalan bagi hasil
(Mudarabah).
e. Tabungan Qurban
Simpanan pihak ketiga yang dihimpunkan
untuk Ibadah Qurban dengan penarikan
dilakukan pada saat nasabah akan
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meiaksanakan ibadah Qurban, atau ata.
kesepakatan antara pihak Bank dan
nasabah. Juga merupakan simpanan yang
akan memperoieh imbalan bagi hasil
(Mudharabah).
2. ProdukPenyaiuran Dana
a. Mudarabah
Bank dapat menyediakan pembiayaan
modal investasi atau modal kerja, hingga
100%, sedangkan nasabah menyediakan
usaha dan manajemennya. Bagi hasil
keuntungan meialui perjanjian yang sesuai
dengan proporsinya.
b. Salam
Pembiayaan kepada nasabah untuk
membuat barang tertentu atas pesanan
pihak iain/pembeil. bank memberikan dana
pembiayaan di awal untuk membuat
barang tersebut setelah adanya kesepakat
an tentang harga juai kepada pembeii.
Barang yang akan dibeii berada daiam
tanggungan nasabah dengan ciri-ciri yang
teiah ditentukan.
c. istisna'
Pembiayaan kepada nasabah yang teriebih
dahuiu memesan barang kepada bank
atau produsen lain dengankriteria tertentu
Kemudian nasabah dan bank membual
perjanjian yang mengikat tentang harga jual
dan cara pembayarannya.
d. Ijarahwa Iqtina'
Merupakan penggabungan sewadan bell,
pihak penyewa mempunyai hak untuk
memiliki barang pada akhir masa sewa
(financial lease).
e. Murabahah
Pembiayaan pembeiian barang lokal
ataupun internasionai. Pembiayaan in'
dapat diapiikasikan untuk tujuan moddi
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kerja dan pembiayaan investasi baik jangka
panjang maupun jangka pendek. Bank
mendapat keuntungan dari harga barang
yangdinaikkan.
f. Al-Qardul hasan
Pinjaman lunak bagi pengusaha yang
benar-benarkekurangan modal. Nasabah
tidak perlu membagi keuntungan kepada
bank, tetapi hanya membayar biaya admi-
nistrasi saja.
g. Musyarakah
Pembiayaan sebagian dan modal usaha
keseluruhan, pihak bank akan dllibatkan
dalam proses manajemen. Pembagian
keuntungan berdasarkan perjanjian.
h. Selain itu produk pemberlan jasa lainnya,
seperti:
- Jasa Penerbitan L/C
- Jasa Transfer
- Jasa Inkasso
- Bank Garansi
- Menerima Zakat, Infak dan Sadaqoh
(untuk di-salurkan)
C. Bank Syariah dalam Sistem
Perbankan Nasional
Bank Syariah di tanah air mendapatkan
pijakan yang kokoh setelah adaderegulasi sektor
perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak
saatitu dibsrikan keleluasaan, penentuan tingkat
suku bunga, termasuk no! persen (atau penlada-
an bungasekallgus).
Sungguhpun demiklan kesempatan Inl
belum termanfaatkan karena lldak dlperkenan-
kannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini
berlangsung sampai tahun 1988 pemerlntah
mengeluarkan pakto 1988yang memperkenan-
kan berdlrlnya bank-bank baru.
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Kemudlan poslsl perbankan syariah
semakin past! setelah disahkan UU Perbankan
No. 7 tahun 1992 bank diberlkan kebebasan
untuk menentukan jenis Imbalan yang akan
diambll darl nasabahnya balk bunga ataupun
keuntungan bagI hasll.
Dengan terbltnya PP No. 72 Tahun 1992
tentang bank bagI hasll yang secara tegas
memberikan batasan bahwa'bank bagI hasll tidak
boieh meiakukan keglatan usaha yang tidak
berdasarkan prlnsipbagi hasil (bunga) sebaliknya
pula bank yang keglatan usahanya tidak
berdasarkanprinsip bagihasil tidak dlperkenan-
kan meiakukan keglatan usaha berdasarkan
prinsip bagi hasll' (pasal 6), maka jalan bagI
operasional PerbankanSyariah semakin luas.
KinI titik kulminasi telah tercapai dengan
disahkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang
perbankan yang membuka kesempatan bagi
slapa saja yang akan mendlrlkan bank syariah
maupun yang ingin mengkonversi darl sistem
konvensional menjadi sistemsyariah.
UU No. 10 Inl sekallgus menghapuspasal
6 pada PP No. 72/1992 yang melarang dual
sistem. Dengan tegas pasal 6 UU No. 10/1998
membolehkan bank umum yang meiakukan
keglatan secara konvensional dapat juga
meiakukan keglatan usaha dengan berdasarkan
prinsip syariah melalui:
a. pendirlan kantor cabang ataudl bawah kantor
cabang baru, atau
b. pengubahan kantor cabang atau dl bawah
kantor cabang yang meiakukan keglatan
usaha secara konvensional' menjadi kantor
yang meiakukan keglatan usaha berdasarkan
prinsip syariah.
Sungguhpun demiklan bank syariah yang
berada dl tanah air tetap harus tunduk kepada
peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan
yang berlaku padaumumnya antara lain:
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a. Ketentuan perizinan dalam pengembangan
usaha,seperti pembukaan cabangdan kegiat-
an devisa.
b. Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia.
c. pengawasan Intern.
d. Peniiaian alas prestasi, permodalan, Mana-
jemen, Rentabilltas, Likuiditas danfaktor yang
lainnya.
e. Pengenaan sanksi atas peianggaran.
Di samping ketentuan-ketentuan di atas
Bank Syariah di Indonesia juga dibatasi oleh
pengawasan yang dilakukan oleh Dewan
Pengawas Syariah. Hal yang terakhir inl mem-
berikan Impllkasi bahwa setiap produk bank
syariah mendapatkan persetujuan dari Dewan
Pengawas Syariah tertebih dahulu sebelum
diperkenalkan kepada masyarakat.
D. Pengembangan Bank Syariah di
Tanah Air
TerbitnyaUU No. lOTahun 1998memiliki
hikmah tersendirl bagiduniaperbankan nasional
di mana pemerlntah men^ibuka lebar kegiatan
usaha perbankan dengan berdasarkan pada
prinsip syariah. Hal in) guna menampung aspirasi
dan kebutuhanyang berkembangdi masyarakat.
Masyarakat diberlkan kesempatan. seluas-
luasnya untuk mendlrikan bank berdasarkan
prinsip syariah Inl, termasuk juga kesempatan
konversi darl bank umum yang kegiatan
usahanya berdasarkan pada polakonvensional
menjadi pola syariah. Selain Itu dibolehkan pula
bagI pengelola bank umum konvensional untuk
membukakantorcabang atau mengganti kantor
cabang yang sudah ada menjadi kantorcabang
khusus syariah dengan persyaratan yang
tentunya melarang pada pencampuran modal
keijadan akuntansinya.
AlMawarid Edisi VIJ Fchruari 1999
Kalau dilihat secara makro ekonomi,
pengembangan banksyariah di Indonesia memi-
likl peluang besarkarenapeluang pasarnyayang
luas sejurus dengan mayorltaspenduduknegeri
ini.
UU No. 10 tidak menutup kemungkinan
bagi pemilik bank baik BUMN, swasta nasional
bahkan pihak asing sekalipun untuk membuka
cabang syariahnya diIndonesia. Denganterbuka-
nya kesempatan ini jeias akan memperbesar
peluang transaksi keuangandiduniaperbankan
kita, terutama bila telah terjalin hubungan
kejasama di antara bank-bank syariah.
Semoga saja UU No. 10 ini dapat
membawa kesegaran baru bagiduniaperbankan
kita. Terutama bagi dunia perbankan syariah di
tanahair, berdirinya bank-bank baruyangbekerja
berdasarkan prinsip syariah akan menambah
semarak lembaga keuangan syariah yang telah
ada di sin! seperti BPRS, BMT dan Koperasi
Syariah.Q
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